
 
 

 

 

 
 

 

 

PERATURAN  WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR 26 TAHUN 2019 

 

T E N T A N G 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH  

 KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang 

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada 

dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun;  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  b.  bahwa dalam rangka melaksanakan inventarisasi barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu 

mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik 

Daerah Tahun 2019; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik 

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006       

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4633); 

 

 

4. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Undang-Undang 



 
 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983. tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

 

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5); 
 

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2018 Nomor 7); 

 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN SENSUS  BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA 

ACEH TAHUN 2019 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 
 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 

4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 
 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh 

selaku Pengelola Barang. 
 



 
 

6. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 
 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah  selanjutnya disebut SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Kota. 
 

8. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa program. 
 

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota adalah Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh selaku Pejabat 

Penatausahaan Barang. 
 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Daerah. 
 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang 

milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-

baiknya. 
 

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada 

Pengguna Barang. 
 

13. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional 

Umum yang diserahi tugas untuk mengurus barang. 
 

14. Pengurus Barang  Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan 

Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
 

15. Pengurus Barang  Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum 

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 
 

16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang 

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 
 

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang 

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 
 

18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa 

Pengguna Barang 
 

19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

20. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
 

7. Satuan .... .... 



 
 

21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2019 

adalah guna mendapatkan data barang yang benar, dapat 

dipertanggungjawabkan dan akurat. 

 

 

Pasal 3 

Tujuan pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah adalah:  

a. Untuk tersedianya data mutakhir secara rinci tentang Barang 

Milik Daerah yang meliputi volume/jumlah fisik, spesifikasi, 

kondisi (baik/rusak ringan/rusak berat) dan sebagainya yang 

didokumentasikan dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah 

sehingga dapat mendukung validitas nilai aset tetap dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
 

b. Untuk tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan 

untuk perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, 

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, 

penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan 

pengamanan Barang Milik Daerah;dan 
 

c. Untuk terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status 

penggunaan Barang Milik Daerah pada setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

 

BAB III  

PETUNJUK TEKNIS SENSUS 

Pasal 4 
 

(1) Petunjuk teknis sensus Barang Milik Daerah merupakan 

pedoman dalam pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah. 
 

(2) Petunjuk teknis sensus meliputi: 

a) Pendahuluan; 

b) Sasaran Sensus Barang Milik Daerah; 

c) Penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan Barang Milik 

Daerah; 
 

(3)  Uraian petunjuk teknis sensus Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
 

BAB II 



 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Banda Aceh. 

 

 Ditetapkan di Banda Aceh 

 pada tanggal 17 September 2019  M 

 Pada Tanggal  17 Muharram 1441 H 

 

       WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

          CAP/DTO 

 

 AMINULLAH USMAN 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal  17 September 2019 M 

                       17  Muharram 1441 H 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA 

         BANDA ACEH, 

 

           CAP/DTO 

 

           BAHAGIA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 26 

 

 

 

Agar ........... 


